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ABSTRAK

PEMAFSIRAN MAHEAMAN KONSTITUSI TERHADAP KETENTUAMN
MENGENAL PENGHINAAN TERHADAFP PRESIDEN ATAL WAKIL PRESIDEN
(STUDI PUTUSAN PERGUILAN PERKARA
MOMOR 013-022/PUT-IV2006)

(Fajri Citra Resmana, 03140170, Fakulas Hukum Universitas Andalas, 2007)

Imilonesia sebagai suatu nepara hukum yang demokratis, berbentuk republik,
dan berkedaulatan makvat, scrta menjunjung Unggi hak asasi manusia diantaranya
menjamin persamaan kedudukan didalam hukum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul
dan menpeluarkan pikiran haik terulis maupun lisan, menyatakan pikiran dan sikap
sesual dengan hati ourani, kebebasan mengeluarkan pendapat. hak untuk berkomunikas
atau  mencari, memperolel,  memiliki, menyimpan dan menpolal data serta
menvampaikan informasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang [asar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam hal Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk menguji konstitusionalitas dard suate Undang-Undang vang dimohonkan padanya
maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian Kitab
Undang-Undang Flukum Pidana terhadap Pasal 134, asal 136bis dan Pasal 137 lentang
Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden. Adanya permohonan pengujian
rersebut discbabkan pemobon mengangap babwa pasa-pasal tersebut tidak sesual dengan
Undanp-Undang Dasar Nepara Republik Indonesia Tahun 1945, Sehingga dapat dilibat
bapaimana  Mahkamah Konstitusi menafsickan ketentuan tersebut.  Penclitian i
merupakan tipe penelitian bukum normatil vang menggunakan pendekatan Kasus (Case
Approgely vaitu pulusan pengujian perkara nomor 0] 3-022/PUL-IV2006. Sehingga
dilakukan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan diolab
secarn sistematis. Hasi] dan penelitian ind, yaitu habwa dan pendekatan sejamb yang di
zunakan oleh Hakim Konstitusi erscbut maka Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak
relevan lagi menerapkan pasal-pasal scperii Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 di
dalam Kitak Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencpgasi prinsip persamaan di depan
hukum, menpurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan
iformasi, dan prinsip kepastian hukuem.



BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Kekuasaan Pemenntahan Megara vang dilaksanakan Presiden diatur dan
ditentukan dalam Bab [ Undapg-Undaneg Dasar Nepars BEepublik [ndonesia
Tabun 1945 denpan juduel Kekuasaan Pemerintahan Meparn, Bab 10T ing bers: 17
Pasal wvanp mengatur  Dberbagai aspek  mengenai Presiden  dan lembaga
kepresidenan, lermasuk rincian kewenangan yvang dimilikinya dalam memegang
kebuasaan pemerintah,

Menurut Undang-Undany  Dasar Negara Repoblik [ndonesia Tahun
1945 Pasal 4 avat (1) Presiden memegang kekoasaan pemeriniahan menuni
Undang-Undang Dasar dan avat (2) dalam melakukan kewajibannya Presiden
dibantu  oleh  satu  orang  Wakil  Presiden.  Dalam  pelaksanaan  topas
Femerntahanoyva Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri Negara vang sesusi
dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

Masvarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menpawasi dan mengkeitisi
kinerja pemerintah dalam melakukan kewajibannya, Salah saunva dalam hal
petcgakan hukum, Menenit Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 hahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperaleh

Flimly Asshiddigie, Peelembangan Dan Kowsolidas? Lembaga Negara P Reftrmasi,
Sekretariat Fendral [Dan B epanitrum Mahbkarmah Komstaues B3 Jakars, 2006, Hal, |14



informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialoyve, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampatkan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,

Dalam perkembangannya iy, reformasi dapat diketakan belum berjalan
dengan baik. Hal ini discbabkan karena muang lingkup kebebasan masyarakal
dalam berpartisipasi dalam penyelenggarasn negars dalam mengawasi dan
mengkritisi kinerja pemerintah (dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden) masih
techambat. Apabila hal int dikaitkan dengan Pasal 134, Pasal 136bis dan Pasal 137
KUHP, maka sctiap orang dimungkinkan akan terjerat dalam tindakan penphinaan
terhadap Presiden atau Wakil Presiden, vang dapat dijatuhi pidana.

Ruang lingkup Pasal 134, Pasal 136bis dan pasal 137 KUNP, tidak
menvebutkan secara tegas dan Limffative Klasifikasi perbuatan apa saja vang
dimaksud didalamnya. 3 Sehingga banyak masyarakat yang menggunakan haknyva
sebagal warga negara dalam mengawasi dan mengkritisi kKinega pemenntah
{dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden) tegerar ketizga Pasal tersebut diatas,
karena dianggap telah menghina Presiden dan Wakil Presiden

Apabila pamisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam
menpgawasi dan mengkritisi tersent dikaitkan dengan penyclengearsan negara
yvang bersih dan bebas dar korupsi, kolusi dan nepotisme, maka penerapan pasal
tersebut dinilai irelevan baik dengan Undang-Undang Dasar MNepara Repuhlik
Indenesia Tahun 1945 maupun dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya,

seperti Undang-undane Nomor 28 Tahun 1999 tentang penvelenggarann negara

* Putisan Pengujion Peckar Momor 013-020puu-12006, Hal, @
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BAB 1V

FENUTUP

Kesimpulan

Penafsitan Mahkamah Fonstitusi terhadap Pasal 134, Pasal 136bis
dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana vang menyangkul
penghinaan terhadap Presiden Dan Wakil Presiden yaitu bahwa penerapan
pasal-pasal tersebut dilihat dan sejarah pembentukannya tidak relevan lagi
diterapkan. Schab Indonesia adalah suatu negara bukum yang demokrats,
berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyal, serla menjunjung tingg hak
asasi manusia sebagaimana telah ditentukan datam LU 1945

Pasal-pasal vang berasal dari warisan kolomial tersebut, oleh
Mahkamah Konstitusi diangeap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid) karena remtan akan mult tafsr, Sebab berpeluang
menphambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tlisan
dan ekspresi. Pasal-pasal ini tidak saja tunduk terhadap interprestas yang
terlafu melebar. tetap juga substanst dan pasal-pasal tersebut banyak  yang
membatasi dan mengekang hak-hak individu yang telah diamanatkan dalam
Pasal 27 avat {1}, Pasal 28, Pasal 2815, Ayat (2) dan Ayat (3], pasal 28F,
Pasal 28) avat {1}, dan Awvat (2) Undanpg-Undang Dasar 1943, vang

mencakup persamasn kedudukan didalam hukum, kemerdekaan berserikat

i)
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